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Abstrak

Prinsip keabadian manfaat dalam hukum waqf mewakili konsep fundamental yang menghubungkan
kesalehan agama dengan kesejahteraan sosial yang berkelanjutan. Waqf bukan sekadar tindakan
mengalihkan aset, tetapi komitmen jangka panjang untuk memastikan manfaat berkelanjutan bagi
masyarakat lintas generasi. Studi ini mengkaji landasan filosofis keabadian manfaat dalam hukum
Islam dan menganalisis formulasi hukumnya dalam kerangka regulasi waqf Indonesia. Dengan
pendekatan normatif yudisial dan filosofis, penelitian ini menyoroti bagaimana prinsip-prinsip
hukum Islam, legislasi nasional, dan praktik institusional berinteraksi dalam menjaga keberlanjutan
manfaat waqf. Temuan menunjukkan bahwa realisasi manfaat berkelanjutan bergantung pada
manajemen waqf yang profesional, dukungan institusional yang kuat, pengawasan yang efektif, dan
pemanfaatan adaptif instrumen waqf produktif. Selain itu, inovasi dalam manajemen waqf,
termasuk wagqf tunai dan wagqf digital, harus tetap sejalan dengan tujuan syariah dan kepastian
hukum. Pada akhirnya, penguatan prinsip keberlanjutan manfaat menempatkan wagqf sebagai alat
strategis untuk memberdayakan komunitas dan mendukung pembangunan sosial-ekonomi yang
berkelanjutan.

Kata kunci: Hukum Wagqf, Keberlanjutan Manfaat, Filsafat Hukum Islam, Waqf Produktif,
Pemberdayaan Komunitas.
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PENDAHULUAN

Wakaf merupakan instrumen hukum Islam yang memiliki karakter khas berupa prinsip keabadian
manfaat, yakni keberlanjutan nilai guna harta wakaf bagi kemaslahatan umat secara terus-menerus.
Prinsip ini menempatkan wakaf tidak semata sebagai ibadah individual, melainkan sebagai mekanisme
distribusi kesejahteraan sosial yang berdimensi jangka panjang dalam sistem ekonomi syariah. Dalam
kerangka hukum nasional, wakaf diatur melalui Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 dan peraturan
pelaksananya yang menegaskan tujuan wakaf untuk kepentingan ibadah dan kesejahteraan umum
secara berkelanjutan (Republik Indonesia, 2004; Pemerintah Republik Indonesia, 2006). Secara
filosofis, keabadian manfaat menjadi fondasi normatif yang membedakan wakaf dari bentuk filantropi


https://scriptaintelektual.com/custodia
mailto:ramzydzimar5@gmail.com

Custodia: Journal of Legal, Political, and Humanistic Inquiry
Vol 1 No 3 March 2026

Islam lainnya karena orientasinya pada keberlanjutan sosial dan ekonomi umat (Aini & Mawardi,
2025).

Perkembangan praktik perwakafan di Indonesia menunjukkan potensi yang sangat besar, baik
dari segi aset tanah wakaf maupun wakaf uang yang tersebar di berbagai wilayah. Data Indeks Wakaf
Nasional dan Sistem Informasi Wakaf Nasional mencerminkan peningkatan jumlah aset wakaf, namun
belum sepenuhnya diiringi dengan optimalisasi manfaat secara produktif dan berkelanjutan (Badan
Wakaf Indonesia, 2023; Kementerian Agama RI, 2022). Laporan terbaru mengenai potensi wakaf uang
nasional juga menegaskan bahwa sebagian besar potensi tersebut masih belum termobilisasi secara
maksimal untuk pemberdayaan umat (Badan Wakaf Indonesia, 2025). Kondisi ini menimbulkan
pertanyaan mendasar mengenai sejauh mana prinsip keabadian manfaat benar-benar terimplementasi
dalam praktik pengelolaan wakaf di Indonesia (Kementerian Agama RI, 2025).

Secara normatif, prinsip keabadian manfaat mengandung implikasi hukum terhadap status harta
wakaf, kewenangan nazhir, serta larangan pengalihan harta wakaf kecuali dalam kondisi tertentu yang
dibenarkan syariat dan hukum positif. Praktik istibdal wakaf, misalnya, menjadi isu penting karena
berpotensi menimbulkan ketegangan antara keabadian harta dan optimalisasi manfaat wakaf (Huda &
Madarik, 2024). Perspektif fikih dan peraturan perundang-undangan mencoba menyeimbangkan antara
pelestarian harta wakaf dan tuntutan kemaslahatan sosial yang terus berkembang. Hal ini menunjukkan
bahwa keabadian manfaat tidak selalu identik dengan keabadian fisik harta, melainkan keberlanjutan
nilai guna yang melekat padanya (Jannah & Safitri, 2025).

Dalam praktik kontemporer, transformasi pengelolaan wakaf ke arah wakaf produktif menjadi
keniscayaan seiring meningkatnya kebutuhan sosial dan ekonomi umat. Wakaf tunai dan wakaf
produktif dipandang sebagai instrumen strategis untuk mendorong pembangunan sosial-ekonomi
berbasis keadilan dan keberlanjutan (Hikmahwati, 2025). Pendekatan ini sejalan dengan maqasid al-
syari‘ah yang menempatkan kemaslahatan umat sebagai tujuan utama hukum Islam. Namun, penerapan
konsep produktivitas wakaf sering kali memunculkan perdebatan mengenai batasan prinsip keabadian
manfaat dalam kerangka hukum wakaf (Bashori et al., 2025).

Tantangan lain dalam implementasi prinsip keabadian manfaat terletak pada aspek tata kelola
dan pertanggungjawaban hukum nazhir sebagai pengelola wakaf. Sejumlah putusan pengadilan agama
menunjukkan bahwa lemahnya manajemen dan pengawasan dapat mengakibatkan penyimpangan
pengelolaan wakaf yang berimplikasi pada hilangnya manfaat bagi umat (Isman et al., 2024;
Farhaniatussafana et al., 2026). Hal ini menegaskan bahwa keabadian manfaat tidak hanya bergantung
pada norma hukum tertulis, tetapi juga pada kapasitas kelembagaan dan profesionalisme pengelola
wakaf. Dengan demikian, prinsip keabadian manfaat menuntut adanya sistem pengelolaan yang
akuntabel dan berorientasi pada kemaslahatan jangka panjang.

Di era digital, pengelolaan wakaf mengalami dinamika baru melalui pemanfaatan teknologi
informasi dan sistem berbasis digital. Digitalisasi wakaf membuka peluang peningkatan transparansi,
efisiensi, dan perluasan akses partisipasi masyarakat dalam perwakafan (Bahri et al., 2025). Namun,
perkembangan ini juga memunculkan tantangan normatif terkait penyesuaian prinsip keabadian
manfaat terhadap model pengelolaan wakaf modern. Oleh karena itu, diperlukan telaah filosofis yang
mendalam untuk memastikan bahwa inovasi pengelolaan wakaf tetap berada dalam koridor nilai-nilai
dasar hukum wakaf (Aan, 2025).

Secara metodologis, penelitian hukum mengenai wakaf tidak dapat dilepaskan dari pendekatan
normatif yang menelaah asas, prinsip, dan tujuan hukum dalam kerangka sistem hukum yang berlaku.
Prinsip keabadian manfaat perlu dianalisis tidak hanya sebagai norma positif, tetapi juga sebagai nilai
filosofis yang menjadi ruh hukum wakaf. Pendekatan ini penting untuk memahami hubungan antara
teks hukum, praktik perwakafan, dan tujuan pemberdayaan umat secara komprehensif (Marzuki, 2017).
Dengan demikian, kajian filosofis menjadi landasan penting dalam merumuskan arah pengembangan
hukum wakaf di Indonesia.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini memfokuskan perhatian pada prinsip keabadian
manfaat dalam hukum wakaf serta implikasinya terhadap pemberdayaan umat. Telaah filosofis
dilakukan untuk menggali makna substantif prinsip tersebut dalam menghadapi dinamika sosial,
ekonomi, dan teknologi yang terus berkembang. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi
konseptual bagi penguatan pengelolaan wakaf yang berorientasi pada kemaslahatan berkelanjutan.
Selain itu, hasil penelitian diharapkan mampu memperkaya diskursus akademik dan praktik hukum
wakaf di Indonesia agar lebih responsif terhadap kebutuhan umat masa kini dan mendatang.
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METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan filosofis dan
perundang-undangan untuk mengkaji prinsip keabadian manfaat dalam hukum wakaf serta
implikasinya bagi pemberdayaan umat. Pendekatan filosofis digunakan untuk menelaah nilai, asas, dan
tujuan hukum wakaf sebagai bagian dari sistem hukum Islam, sementara pendekatan perundang-
undangan difokuskan pada analisis Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf beserta
peraturan pelaksananya dan kebijakan kelembagaan perwakafan di Indonesia. Bahan hukum yang
digunakan meliputi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan dokumen resmi
perwakafan, serta bahan hukum sekunder berupa literatur ilmiah, jurnal hukum, dan hasil penelitian
terkait pengelolaan wakaf produktif dan maqasid al-syari‘ah. Analisis dilakukan secara kualitatif
melalui penalaran deduktif untuk menarik kesimpulan mengenai relevansi prinsip keabadian manfaat
dalam mendorong pengelolaan wakaf yang berorientasi pada kemaslahatan dan keberlanjutan
pemberdayaan umat.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Landasan Filosofis Prinsip Keabadian Manfaat dalam Hukum Wakaf

Prinsip keabadian manfaat merupakan ruh utama dalam hukum wakaf yang menempatkan harta
wakaf sebagai instrumen ibadah sosial berjangka panjang yang tidak terputus oleh perubahan waktu
maupun kepentingan individual. Dalam perspektif fikih, keabadian manfaat dipahami sebagai
pengikatan nilai guna harta wakaf agar terus mengalir kepada masyarakat tanpa menghilangkan
substansi tujuan syariat, yakni kemaslahatan umum dan keadilan sosial (Pulungan, 2022; Jannah &
Safitri, 2025). Prinsip ini menegaskan bahwa wakaf tidak berhenti pada simbol kesalehan personal,
tetapi menjadi mekanisme distribusi kesejahteraan yang berkelanjutan dalam struktur sosial umat.
Pemahaman filosofis tersebut menempatkan wakaf sebagai institusi moral yang berfungsi menjaga
kesinambungan manfaat ekonomi dan sosial lintas generasi (Aini & Mawardi, 2025).

Dalam kerangka filsafat hukum Islam, prinsip keabadian manfaat memiliki keterkaitan erat
dengan maqasid al-syari‘ah, terutama perlindungan harta dan kepentingan publik. Wakaf diposisikan
sebagai instrumen untuk memastikan nilai suatu aset tidak habis dikonsumsi, melainkan dikelola agar
terus produktif dan memberi manfaat yang lebih luas bagi masyarakat (Bashori et al., 2025). Pemikiran
ini memperlihatkan bahwa keabadian tidak semata-mata dimaknai sebagai kekekalan fisik benda wakaf,
melainkan keberlanjutan fungsi dan manfaatnya dalam kehidupan sosial umat. Pendekatan ini sejalan
dengan pandangan ekonomi syariah yang menempatkan nilai spiritual dan keadilan sebagai fondasi
utama aktivitas ekonomi sosial (Aini & Mawardi, 2025).

Keabadian manfaat juga mencerminkan keseimbangan antara dimensi normatif dan empiris
dalam praktik wakaf di Indonesia. Secara normatif, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004
menegaskan bahwa harta wakaf harus dijaga kelestariannya agar dapat dimanfaatkan sesuai tujuan
wakaf. Secara empiris, tantangan muncul ketika aset wakaf tidak dikelola secara produktif sehingga
manfaat yang diharapkan tidak tercapai secara optimal (Republik Indonesia, 2004; Pemerintah Republik
Indonesia, 2006). Kondisi ini menunjukkan bahwa prinsip keabadian manfaat membutuhkan penguatan
pemahaman filosofis agar tidak tereduksi menjadi sekadar larangan pengalihan harta wakaf.

Dalam diskursus akademik, keabadian manfaat dipahami sebagai konsep dinamis yang membuka
ruang inovasi pengelolaan wakaf selama tidak bertentangan dengan nilai dasar syariat. Transformasi
wakaf dari bentuk tradisional menuju wakaf produktif dan wakaf uang merupakan manifestasi konkret
dari upaya menjaga keberlanjutan manfaat tersebut (Umam & Shiddiqi, 2022; Hikmahwati, 2025).
Pendekatan ini menegaskan bahwa nilai keabadian justru dapat diperkuat melalui optimalisasi
manajemen dan adaptasi terhadap perkembangan ekonomi modern. Dengan demikian, prinsip
keabadian manfaat berfungsi sebagai pedoman etik sekaligus rasionalitas hukum dalam pengelolaan
wakaf.

Landasan filosofis ini juga tercermin dalam pengaturan kelembagaan wakaf di Indonesia yang
menempatkan Badan Wakaf Indonesia sebagai otoritas strategis dalam menjaga kesinambungan
manfaat wakaf. BWI berperan memastikan agar aset wakaf tidak hanya aman secara hukum, tetapi juga
produktif secara ekonomi dan berdampak sosial (Pratama, 2025). Peran tersebut menunjukkan bahwa
prinsip keabadian manfaat membutuhkan dukungan sistemik melalui kebijakan, pengawasan, dan
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pengelolaan profesional. Tanpa pendekatan kelembagaan yang kuat, prinsip tersebut berpotensi
kehilangan relevansi praktis dalam kehidupan umat.

Untuk memperkuat pemahaman filosofis ini, data empiris mengenai kondisi wakaf nasional
menjadi penting sebagai cerminan sejauh mana prinsip keabadian manfaat telah diimplementasikan.
Data Indeks Wakaf Nasional dan Sistem Informasi Wakaf Nasional menunjukkan variasi tingkat
produktivitas dan pengelolaan wakaf di berbagai wilayah Indonesia (Badan Wakaf Indonesia, 2023;
Kementerian Agama RI, 2022). Data tersebut memberikan gambaran bahwa keabadian manfaat masih
menghadapi tantangan struktural dan kultural dalam praktik. Oleh sebab itu, integrasi antara
pemahaman filosofis dan realitas empiris menjadi kebutuhan mendesak dalam penguatan hukum wakaf:

Tabel 1. Indikator Pengelolaan Wakaf Nasional dan Relevansinya terhadap Prinsip Keabadian

Manfaat
Indikator Kondisi Nasional Implikasi terhadap Keabadian
Manfaat
Luas tanah wakaf terdaftar Tinggi Potensi manfaat jangka panjang besar
Wakaf produktif Masih terbatas Manfaat belum optimal
Wakaf uang Meningkat Fleksibilitas manfaat berkelanjutan
Kelembagaan nazhir Variatif Pengaruh langsung pada keberlanjutan
Sumber data: Badan Wakaf Indonesia (2023); Kementerian Agama RI (2022); Kementerian Agama
RI (2025).

Data tersebut menunjukkan bahwa keabadian manfaat tidak hanya bergantung pada norma
hukum, tetapi juga pada kualitas pengelolaan dan orientasi kebijakan wakaf. Wakaf produktif dan wakaf
uang memperlihatkan potensi besar dalam menjaga kesinambungan manfaat apabila didukung
manajemen profesional dan pengawasan yang memadai (Hikmahwati, 2025; Maulana, 2025). Hal ini
menegaskan bahwa filosofi keabadian manfaat harus diterjemahkan ke dalam strategi pengelolaan yang
adaptif dan berorientasi pada hasil sosial. Tanpa transformasi tersebut, wakaf berisiko menjadi aset pasif
yang kurang memberi dampak nyata.

Dalam perspektif hukum, prinsip keabadian manfaat juga berfungsi sebagai dasar penilaian
terhadap praktik-praktik seperti istibdal dan ruislag wakaf. Praktik tersebut dipandang sah sepanjang
bertujuan menjaga atau meningkatkan manfaat wakaf bagi umat, bukan menghilangkan esensi wakaf
itu sendiri (Huda & Madarik, 2024; Khan & Muchtar, 2025). Pandangan ini menegaskan bahwa
keabadian manfaat tidak identik dengan kekakuan hukum, melainkan membuka ruang ijtihad demi
kemaslahatan. Prinsip tersebut menjadi jembatan antara norma fikih klasik dan kebutuhan sosial
kontemporer.

Landasan filosofis prinsip keabadian manfaat menempatkan wakaf sebagai institusi hukum dan
sosial yang berorientasi pada keberlanjutan kesejahteraan umat. Prinsip ini mengintegrasikan nilai
spiritual, keadilan sosial, dan rasionalitas ekonomi dalam satu kerangka hukum yang utuh (Pulungan,
2022; Jannah & Safitri, 2025). Keabadian manfaat tidak berhenti pada teks normatif, tetapi menuntut
realisasi nyata melalui pengelolaan yang profesional dan bertanggung jawab. Pemahaman ini menjadi
fondasi penting bagi pembahasan lanjutan mengenai implikasi prinsip keabadian manfaat dalam
pemberdayaan umat.

Implikasi Prinsip Keabadian Manfaat terhadap Pengelolaan Wakaf dan Pemberdayaan Umat
Prinsip keabadian manfaat dalam hukum wakaf memiliki implikasi langsung terhadap pola
pengelolaan aset wakaf yang menuntut orientasi jangka panjang dan berkelanjutan. Pengelolaan wakaf
tidak lagi dipahami sebagai aktivitas administratif semata, melainkan sebagai proses strategis yang
menentukan sejauh mana manfaat wakaf dapat dirasakan oleh umat secara luas dan berkesinambungan.
Dalam kerangka hukum nasional, arah pengelolaan tersebut telah diletakkan melalui Undang-Undang
Nomor 41 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 yang menekankan
perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan harta wakaf sesuai tujuan wakaf (Republik Indonesia,
2004; Pemerintah Republik Indonesia, 2006). Ketentuan ini menunjukkan bahwa keabadian manfaat
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menjadi parameter utama dalam menilai keberhasilan pengelolaan wakaf secara hukum dan sosial
(Marzuki, 2017).

Implikasi berikutnya terlihat pada pergeseran paradigma dari wakaf konsumtif menuju wakaf
produktif sebagai sarana pemberdayaan umat. Wakaf produktif memungkinkan aset wakaf dikelola
dalam kegiatan ekonomi yang sah secara syariah sehingga menghasilkan nilai tambah yang
berkelanjutan bagi masyarakat penerima manfaat. Paradigma ini sejalan dengan pandangan ekonomi
syariah yang menempatkan keseimbangan antara nilai spiritual dan keadilan sosial sebagai tujuan utama
aktivitas ekonomi berbasis wakaf (Aini & Mawardi, 2025; Pulungan, 2022). Dalam perspektif ini,
keabadian manfaat justru diperkuat melalui produktivitas yang terukur dan terkelola dengan baik
(Jannah & Safitri, 2025).

Keabadian manfaat juga berimplikasi pada penguatan peran nazhir sebagai subjek hukum yang
bertanggung jawab atas keberlangsungan fungsi wakaf. Nazhir dituntut memiliki kapasitas manajerial,
integritas, serta pemahaman hukum yang memadai agar mampu menjaga aset wakaf sekaligus
mengembangkannya secara produktif. Putusan-putusan peradilan agama terkait pertanggungjawaban
nazhir menunjukkan bahwa kelalaian dalam pengelolaan dapat berujung pada hilangnya manfaat wakaf
bagi umat (Isman et al., 2024; Farhaniatussafana et al., 2026). Hal ini menegaskan bahwa prinsip
keabadian manfaat tidak dapat dilepaskan dari akuntabilitas dan profesionalisme nazhir.

Dalam praktiknya, pengelolaan wakaf di Indonesia menunjukkan variasi capaian yang
dipengaruhi oleh faktor kelembagaan dan kebijakan. Data nasional memperlihatkan bahwa sebagian
besar aset wakaf masih berupa tanah yang belum sepenuhnya produktif, sementara potensi wakaf uang
dan wakaf berbasis investasi terus mengalami peningkatan. Kondisi ini mencerminkan adanya
kesenjangan antara norma hukum yang menghendaki keabadian manfaat dan realitas pengelolaan di
lapangan (Badan Wakaf Indonesia, 2023; Kementerian Agama RI, 2022). Oleh sebab itu, kebijakan
pengembangan wakaf perlu diarahkan pada optimalisasi manfaat jangka panjang bagi pemberdayaan
umat (Badan Wakaf Indonesia, 2025):

Tabel 2. Potensi dan Realisasi Pengelolaan Wakaf dalam Perspektif Keabadian Manfaat

Jenis Wakaf Potensi Nasional Tingkat Dampak bagi
Pemanfaatan Pemberdayaan
Tanah wakaf Sangat besar Belum optimal Terbatas
Wakaf uang Tinggi Meningkat Signifikan
Wakaf produktif Besar Variatif Berkelanjutan
Wakaf digital Berkembang Awal implementasi Prospektif
Sumber data: Badan Wakaf Indonesia (2023); Badan Wakaf Indonesia (2025); Kementerian Agama
RI (2025).

Data tersebut menunjukkan bahwa wakaf uang dan wakaf produktif memiliki kontribusi
signifikan dalam menjaga kesinambungan manfaat wakaf apabila dikelola secara profesional. Wakaf
uang menawarkan fleksibilitas pemanfaatan yang memungkinkan hasil pengelolaannya dialokasikan
untuk sektor pendidikan, kesehatan, dan ekonomi umat secara berkelanjutan (Umam & Shiddiqi, 2022;
Hikmahwati, 2025). Sementara itu, wakaf produktif berbasis investasi dan agribisnis memperlihatkan
potensi besar dalam mendorong kemandirian ekonomi masyarakat (Maulana, 2025; Sholicha &
Khusnudin, 2025). Implikasi ini menegaskan bahwa keabadian manfaat berbanding lurus dengan
inovasi pengelolaan wakaf.

Prinsip keabadian manfaat juga mempengaruhi legitimasi praktik-praktik pengembangan aset
wakaf seperti istibdal dan ruislag. Praktik tersebut dinilai sah sepanjang bertujuan menjaga atau
meningkatkan manfaat wakaf bagi umat dan tidak menghilangkan esensi wakaf sebagai harta yang
diperuntukkan bagi kepentingan umum (Huda & Madarik, 2024; Khan & Muchtar, 2025; Sholicha,
2026). Pendekatan ini menunjukkan bahwa hukum wakaf bersifat adaptif terhadap perubahan sosial
dan ekonomi selama orientasinya tetap pada keberlanjutan manfaat. Dengan demikian, keabadian
manfaat menjadi tolok ukur utama dalam menilai kebolehan transformasi aset wakaf.

Implikasi lain tampak pada pengembangan wakaf berbasis teknologi digital yang semakin
relevan dengan kebutuhan masyarakat modern. Digitalisasi wakaf membuka akses partisipasi publik
yang lebih luas serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan wakaf. Pengelolaan
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wakaf digital yang terintegrasi dengan sistem informasi nasional dinilai mampu memperkuat realisasi
manfaat wakaf secara berkelanjutan (Bahri et al., 2025; Bashori et al., 2025). Dalam perspektif
keabadian manfaat, teknologi berfungsi sebagai sarana untuk memperpanjang dan memperluas
jangkauan manfaat wakaf bagi umat.

Dari sudut pandang yuridis, prinsip keabadian manfaat juga berimplikasi pada perlindungan
hukum terhadap aset wakaf dari sengketa dan penyalahgunaan. Penguatan regulasi dan pengawasan
menjadi instrumen penting untuk memastikan bahwa aset wakaf tidak beralih fungsi secara tidak sah
dan tetap digunakan sesuai tujuan wakaf. Keterlibatan lembaga negara dan otoritas keagamaan dalam
pengawasan wakaf menunjukkan komitmen untuk menjaga kesinambungan manfaat tersebut (Yumarni
et al.,, 2023; Swadjaja, 2025). Perlindungan hukum ini menjadi fondasi bagi keberlanjutan
pemberdayaan umat melalui wakaf.

Dalam kerangka pemberdayaan umat, keabadian manfaat menempatkan wakaf sebagai instrumen
pembangunan sosial yang berkelanjutan. Wakaf tidak hanya berperan dalam pemenuhan kebutuhan
dasar, tetapi juga dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pembiayaan pendidikan dan
penguatan ekonomi produktif. Sejumlah kajian menunjukkan bahwa pengelolaan wakaf yang efektif
mampu berkontribusi pada kesejahteraan sosial dan pengurangan ketimpangan ekonomi (Raharjo &
Mugiyati, 2022; Pratama, 2025). Hal ini menegaskan bahwa prinsip keabadian manfaat memiliki
relevansi strategis dalam agenda pembangunan umat.

Implikasi prinsip keabadian manfaat dalam hukum wakaf mencakup dimensi yuridis,
kelembagaan, ekonomi, dan sosial yang saling berkaitan. Keabadian manfaat tidak hanya menjadi asas
normatif, tetapi juga menjadi arah kebijakan dan praktik pengelolaan wakaf yang berorientasi pada
pemberdayaan umat secara berkelanjutan (Aan, 2025; Yatazakka & Abbqgary, 2026). Prinsip ini
menuntut sinergi antara norma hukum, kapasitas pengelola, inovasi pengelolaan, dan pengawasan yang
efektif. Landasan tersebut menjadi pijakan penting untuk membahas lebih lanjut strategi konkret
optimalisasi wakaf dalam sub bahasan berikutnya.

Strategi Penguatan Prinsip Keabadian Manfaat Wakaf dalam Kerangka Pemberdayaan Umat
Berkelanjutan

Prinsip keabadian manfaat dalam hukum wakaf menuntut adanya strategi penguatan yang tidak
berhenti pada tataran normatif, tetapi bergerak ke arah kebijakan operasional yang mampu menjamin
keberlanjutan fungsi sosial wakaf. Penguatan tersebut harus berangkat dari pemahaman filosofis bahwa
wakaf merupakan instrumen ibadah sosial yang mengikat dimensi ketuhanan dan kemaslahatan umat
secara simultan. Dalam perspektif hukum positif Indonesia, arah penguatan ini telah diletakkan melalui
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 dan peraturan pelaksanaannya yang memberikan ruang bagi
pengembangan wakaf secara produktif dan profesional (Republik Indonesia, 2004; Pemerintah
Republik Indonesia, 2006). Kerangka ini menunjukkan bahwa keabadian manfaat bukan konsep statis,
melainkan prinsip dinamis yang menuntut adaptasi berkelanjutan (Marzuki, 2017).

Strategi penguatan pertama berkaitan dengan konsolidasi kelembagaan wakaf agar mampu
menjalankan fungsi pengelolaan secara efektif dan berorientasi jangka panjang. Badan Wakaf Indonesia
dan institusi terkait memiliki peran strategis dalam menyusun standar pengelolaan, pembinaan nazhir,
serta pengawasan aset wakaf agar tetap terjaga manfaatnya bagi umat. Penguatan kelembagaan ini
menjadi penting mengingat masih terdapat disparitas kualitas pengelolaan wakaf antarwilayah yang
berpotensi menghambat realisasi manfaat wakaf secara optimal (Badan Wakaf Indonesia, 2023;
Kementerian Agama RI, 2025). Dengan kelembagaan yang kuat, prinsip keabadian manfaat dapat
diterjemahkan ke dalam praktik yang terukur dan berkesinambungan.

Aspek sumber daya manusia nazhir juga menjadi titik krusial dalam strategi penguatan prinsip
keabadian manfaat. Nazhir tidak hanya diposisikan sebagai penjaga aset wakaf, tetapi sebagai pengelola
yang memiliki kompetensi manajerial, pemahaman hukum, serta sensitivitas sosial. Sejumlah kajian
menunjukkan bahwa peningkatan kapasitas nazhir berbanding lurus dengan keberhasilan pengelolaan
wakaf produktif dan keberlanjutan manfaatnya bagi masyarakat (Isman et al., 2024; Jannah & Safitri,
2025). Oleh sebab itu, program sertifikasi dan pembinaan nazhir perlu dipandang sebagai investasi
jangka panjang dalam menjaga keabadian manfaat wakaf.

Penguatan prinsip keabadian manfaat juga memerlukan dukungan kebijakan berbasis data yang
akurat dan terintegrasi. Sistem Informasi Wakaf Nasional menjadi instrumen penting dalam memetakan
aset wakaf, pola pemanfaatan, serta potensi pengembangannya secara nasional. Data yang terkelola
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dengan baik memungkinkan perumusan kebijakan wakaf yang lebih responsif terhadap kebutuhan umat
dan tantangan pengelolaan di lapangan (Kementerian Agama RI, 2022; Badan Wakaf Indonesia, 2025).

Dalam hal ini, transparansi data berfungsi sebagai fondasi bagi keberlanjutan manfaat wakaf:

Tabel 3. Indikator Penguatan Keabadian Manfaat Wakaf di Indonesia

Aspek Penguatan Kondisi Unum Tantangan Utama Arah Pengembangan

Kelembagaan wakaf Relatif terbentuk Koordmag dan Penguatan regulatif

kapasitas
SDM nazhir Variatif Profesionalisme Sert1ﬁkgs1 dan
pelatihan

Sistem informasi wakaf Berkembang Integrasi data Digitalisasi nasional
Wakaf produktif Meningkat Skala usaha Investasi berkelanjutan
Sumber data: Badan Wakaf Indonesia (2023); Kementerian Agama RI (2022); Kementerian

Agama RI (2025).

Data tersebut memperlihatkan bahwa penguatan keabadian manfaat wakaf memerlukan
pendekatan multidimensional yang mencakup aspek kelembagaan, sumber daya manusia, dan
teknologi. Wakaf produktif yang dikelola dengan dukungan sistem informasi yang baik terbukti lebih
mampu menjaga kesinambungan manfaat bagi umat (Hikmahwati, 2025; Maulana, 2025). Hal ini
menunjukkan bahwa prinsip keabadian manfaat tidak dapat dilepaskan dari kemampuan adaptasi
pengelolaan wakaf terhadap perkembangan sosial dan ekonomi. Strategi penguatan harus diarahkan
pada integrasi seluruh aspek tersebut secara sistematis.

Strategi berikutnya menyangkut pengembangan instrumen wakaf inovatif yang tetap berpijak
pada prinsip keabadian manfaat. Wakaf uang, wakaf saham, dan wakaf digital membuka peluang
diversifikasi aset wakaf tanpa menghilangkan esensi wakaf sebagai harta yang dimanfaatkan untuk
kepentingan umat. Inovasi ini dinilai sejalan dengan prinsip maqasid al-syari‘ah yang menempatkan
kemaslahatan sebagai tujuan utama pengelolaan harta wakaf (Raharjo & Mugiyati, 2022; Bashori et al.,
2025). Dengan inovasi yang terkelola secara syariah dan hukum, keabadian manfaat justru dapat
diperluas jangkauannya.

Dalam kerangka hukum Islam dan hukum positif, praktik pengembangan aset wakaf melalui
istibdal dan ruislag juga perlu ditempatkan sebagai strategi menjaga keabadian manfaat. Praktik ini
dibenarkan sepanjang bertujuan mempertahankan atau meningkatkan nilai manfaat wakaf bagi umat
serta dilakukan sesuai prosedur hukum yang berlaku. Sejumlah kajian menunjukkan bahwa istibdal
yang berorientasi pada kemaslahatan mampu mencegah stagnasi aset wakaf dan menjaga keberlanjutan
fungsinya (Huda & Madarik, 2024; Khan & Muchtar, 2025; Sholicha, 2026). Pendekatan ini
memperlihatkan fleksibilitas hukum wakaf dalam merespons perubahan sosial.

Penguatan prinsip keabadian manfaat juga mensyaratkan pengawasan yang efektif dan
berkelanjutan terhadap pengelolaan wakaf. Pengawasan oleh KUA, Badan Wakaf Indonesia, dan
lembaga terkait menjadi instrumen penting untuk mencegah penyimpangan pengelolaan yang
berpotensi menghilangkan manfaat wakaf. Pengawasan yang berbasis konsep kesejahteraan sosial
dinilai mampu memastikan bahwa wakaf benar-benar digunakan untuk kepentingan umat sesuai tujuan
peruntukannya (Yumarni et al., 2023; Pratama, 2025). Dengan pengawasan yang konsisten, keabadian
manfaat wakaf dapat terjaga secara hukum dan sosial.

Pada akhirnya, strategi penguatan prinsip keabadian manfaat wakaf harus ditempatkan dalam
kerangka pembangunan umat yang berkelanjutan. Wakaf tidak hanya berfungsi sebagai instrumen
filantropi, tetapi juga sebagai pilar pembangunan sosial-ekonomi berbasis nilai-nilai syariah. Integrasi
antara regulasi, kelembagaan, inovasi pengelolaan, dan pengawasan menjadi kunci agar wakaf mampu
berkontribusi secara nyata terhadap pemberdayaan umat (Aini & Mawardi, 2025; Pulungan, 2022).
Prinsip keabadian manfaat dengan demikian menjadi landasan etis dan yuridis bagi penguatan peran
wakaf dalam kehidupan sosial masyarakat.

Pembahasan ini menunjukkan bahwa keabadian manfaat wakaf hanya dapat terwujud melalui
strategi penguatan yang komprehensif dan berorientasi jangka panjang. Pendekatan filosofis, yuridis,
dan praktis harus berjalan seiring agar wakaf mampu menjawab tantangan zaman tanpa kehilangan
esensi ibadah dan kemaslahatan umat (Aan, 2025; Yatazakka & Abbqary, 2026). Prinsip ini
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menegaskan bahwa keberhasilan wakaf diukur bukan dari besarnya aset semata, tetapi dari
kesinambungan manfaat yang dirasakan oleh generasi ke generasi. Landasan ini menjadi pijakan
penting bagi perumusan kesimpulan dan rekomendasi kebijakan wakaf ke depan.

KESIMPULAN

Prinsip keabadian manfaat dalam hukum wakaf merupakan fondasi filosofis dan yuridis yang
menegaskan bahwa wakaf tidak berhenti pada penyerahan harta, melainkan berorientasi pada
keberlanjutan kemaslahatan umat lintas generasi. Dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif
Indonesia, prinsip ini tercermin melalui pengaturan wakaf yang membuka ruang pengelolaan produktif
tanpa menghilangkan substansi keabadian manfaatnya. Implementasi prinsip tersebut menuntut
penguatan kelembagaan, profesionalisme nazhir, pemanfaatan data dan teknologi, serta inovasi
pengelolaan aset wakaf yang tetap berada dalam koridor syariah dan peraturan perundang-undangan.
Keabadian manfaat wakaf tidak dapat dipahami secara statis, melainkan sebagai prinsip dinamis yang
harus terus diperkuat agar wakaf mampu berperan nyata dalam pemberdayaan sosial, ekonomi, dan
kesejahteraan umat secara berkelanjutan.
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